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Abstract 
After the implementation of the act of number 25 th of  2004 on the national planning systim, 
The implementation of the work plan expected arrgement of stakeholder engagement both in 
organization and community. This process it is a guarantee inception harmonisation organization 
in achieving a good performance.Hence this study attempts to actualize renja 2014 to set out in 
budget work plan 2014 and described the impact of implentasi of the performance of the forestry 
office and plantation Donggala. The methodology used is descriptive qualitative.Excavation data 
over technique interviews, observation, and study documentation, conducted in two stages.The first 
stage with variable-variable used is the quality of the work plan, the KUA and PPAS, and budget 
plan work variable bound us and officials involved in the process of implementation variable free 
us. The second stage is measuring performance by the effectiveness of, the quality of services and 
responsibilitas as variable bound and the and staff at the office of forestry and plantation and other 
stakeholders as variable free.To research there are also variable moderator the local regulations 
the way the process budgeting until performance. The conclusion of this study is it turns out that 
the implementation of the work plan year 2014 on the performance of the forestry office and 
plantation donggala happened inconsistency of work plans and the budget work plan so it 
influences the effectiveness of , the quality of services and responsibilitas in public service and the 
technical the forestry office and plantation donggala. The cause was the low quality of documents 
work plan, that has not been coordination between related agencies involved in budgeting, the 
domination leadership of skpd and council in priority setting activities and poor participation 
officials skpd and the community in the process of drafting the and activities. Advice who writers 
proposing is required the increase in coordination and capacity building officials involved either 
directly or indirectly in the process of developing a budget and work plan on the skpd level need to 
the reduction of the domination power in the process of drafting the work plan budget. 
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengamanatkan  Pemerintahan daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yangmenjdi kewenangannya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ini 
ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu 
meliputi: politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 
nasional dan agama (Pasal 10 ayat (1) dan 
(3)).  Undang-undang ini mereformasi total 
otonomi yang diberikan kepada daerah 
kabupaten dan kota,  dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab  kepada pemerintah 
daerah secara porporsional. Daerah diberi 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya sendiri dengan melihat 
kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. 
Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa 
pengembangan otonomi daerah  
diselenggarakan dengan memperhatikan  
prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 
memperhatikan potensi daerah masing-
masing. 
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Hembusan reformasi yang membuat 
pemerintah mulai introspeksi diri dan 
berusaha untuk meningkatkan mutu 
pelayanannya kepada masyarakat yang 
selama ini sangat kurang memperhatikan 
kepentingan masyarakat. Dengan introspeksi 
ini dan tuntutan masyarakat juga membuat 
pemerintah berbenah diri disegala aspek 
pembangunan. Pemerintah berusaha 
membuat kebijakan publik yang 
mementingkan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Begitu juga dengan Kabupaten 
Donggala, otonomi daerah dilaksanakan 
dengan berusaha memperbaiki kinerja 
Pemerintah Kabupatendi segala bidang baik 
itu bidang ekonomi, politik, sosial dan 
budaya. Dalam melaksanakan pembangunan 
daerah , Pemerintah Kabupaten Donggala 
dalam hal ini Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan  mempunyai program dan 
kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Donggala. 
Program dan kegiatan  yang ada 
dilingkungan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala  
berpedoman pada Rencana Strategis dinas 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah  Kabupaten Donggala.  Yang akan 
dibahas  dalam tulisan ini adalah Proses 
Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala tahun 2014  
berpedoman pada Rencana Strategis lebih 
spesifik pada Rencana Kerja Tahunan 
(RENCANA KERJA TAHUNAN) Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala tahun 2014. Rencana Kerja 
Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
2014 ini telah secara normatif  
mencerminkan reformasi pembangunan 
dimana berisi segala aspek parameter  
pembangunan mulai dari perencanaan, 
monitoring  sampai dengan evaluasi. 
Rencana Kerja Tahunan menekankan 
padarasionalitas  dengan akuntabilitas  
diantara kemampuan keuangan daerah dan 
kebutuhan pembangunan serta kepatutan 
struktur masyarakat.Dengan Rencana Kerja 
Tahunan diharapkan agar pembangunan 
dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien 
dengan prinsip  transparan dan akuntabel 
serta  perlakuan yang  porposional  bagi 
semua pihak, sehingga hasilnya nanti dapat 
dipertanggung jawabkan baik itu dari segi 
fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan 
masyarakat. 
Sebagai bagian dari struktur 
administrasi pemerintahan Indonesia, 
Kabupaten Donggala khususnya Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan tidak lepas dari 
sistim administrasi pemerintahan Indonesia. 
Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten  Donggala harus 
memiliki kesesuaian dan terhindar dari 
konflik kepentingan struktur pemerintah dan 
masyarakat.  Keberadaan  Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan yang merupakan bagian 
integral dari 2 (dua) kementerian yaitu 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (dulu Kementerian Kehutanan) 
dan Kementerian Pertanian (Cq Direktorat 
Jenderal Perkebunan). Begitu pula pada 
tingkat Provinsi terdapat 2 (dua) Dinas yaitu 
Dinas Kehutanan Daerah dan Dinas 
Perkebunan Daerah Sulawesi Tengah.  Oleh 
sebab itu dalam Rencana Kerja Tahunan 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala harus terintegrasi dengan lembaga 
diatas.  
Dalam sistim administrasi Indonesia, 
pendokumentasianRencana Kerja Tahunan 
merupakan unit terendah dari sistim 
perencanaan yang belum memiliki kepastian 
anggaran.  Walaupun demikian Rencana 
Kerja Tahunan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala Tahun 
2014  harus memperhitungkan ratio terkecil 
perbedaan dengan  rencana anggaran yang 
akan disusun karena  dalam Rencana Kerja 
Tahunan telah mengamanatkan beberapa 
kegiatan yang harus dilaksanakan dan 
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didokumentasikan dalam Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) tahun 2014.   
Pada Tahun anggaran (RKA) 2014 
program dan kegiatan  yang dilaksanakan 
Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten 
Donggala diduga terdapat permasalahan  
dalam sistim administrasi perencanaan.  
Dugaannya adalah permasalahan kesesuaian 
program dan kegiatan secara rasional dan 
kemauan masyarakat (partisipatory) serta 
asumsi-asumsi dalam Rencana Kerja 
Tahunan yang masih jauh dari realita 
kebutuhan empiri RKA 2014.  Permasalahan 
lain adalah keterlibatan para pihak ditingkat 
masyarakat yang rendah atau bahkan tidak 
terlibat. 
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja 
Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala Tahun 2014 terdapat 6  
(enam) program dan 18 kegiatan.  Sedangkan  
pada  rencana kerja anggaran Tahun 2014 
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala  terdapat 7program dan 
10 kegiatan.    Selisih program dan kegiatan 
diatas merupakan indikasi awal adanya 
ketidaksesuaian antara program yang 
direncanakan dengan ketersediaan anggaran.  
Apalagi pada beberapa informasi bahwa 
banyak program dan kegiatan pada SKPD 
tidak sesuai dengan kebutuhan  masyarakat.  
Ketidaksesuaian ini baik berupa keinginan 
atau tidak melalui mekanisme yang 
sebenarnya seperti yang dikemukakan oleh 
Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas 
Sumater Utara pada harian  Metro Siantar 
tanggal 15 Februari 2015 sebagai berikut : 
“banyak program dan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan keinginan masyarakat seperti 
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Padang Lawas menyampaikan 
program pengadaan bibit jabon, cengkeh dan 
mangga. Saat itu pula, warga 
mempertanyakan manfaat dari program itu, 
sebab lahan untuk penanaman tanaman hutan 
produksi itu tidak ada lagi” 
 
Ketidaksesuain program dan kegiatan 
antara SKPD dan Masyarakat kritik bukan  
hanya dari legislatif tapi juga dari eksekutif 
seperti yang dikemukakan oleh Bupati 
Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan 
Landjar seperti termuat dalam harian Tribun 
Manado pada 24 Maret 2015 sebagai berikut: 
“di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
hanya melakukan copy paste atau hanya 
menyalin program sebelumnya. Alhasil, 
perencanaan pun juga tak akurat” 
Sedangkan untuk Sulawesi Tengah 
khususnya Kota Palu kritik terhadap program 
dan kegiatan telah dilakukan pada Tahun 
2012 melalui Media Alkhairat sebagai 
berikut: 
“selama ini aparat pemerintah Kota Palu 
terbiasa bekerja berdasarkan instruksi dari 
Walikota. Fatalnya lagi, program-program 
yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sangat kental sebagai program SKPD 
sendiri tanpa basis masyarakat bahkan 
program sama persis dengan tahun lalu. 
Jikapun ada musrenbang, hanya asal gugur 
kewajiban. Mereka belum terbiasa 
menerapkan otonomi, mengambil inisiatif, 
menentukan sendiri prioritas-prioritas 
pembangunan mereka, dan siap untuk 
bertanggung gugat (accountable).” 
Ketidaksesuaian antara program dan 
kegiatan SKPD dengan keinginan masyarakat 
juga telah tersirat dari hasil penelitian A’yun 
FJ (2013) tentang Hutan Desa di Desa Namo 
Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Salah 
satu rekomendasi penelitiannya menyebutkan 
bahwa dalam  proses penetapan hutan desa 
keterlibatan masyarakat cukup rendah dengan 
empirik keterlibatan penyusunan program 
hanya melibatkan orang-orang tertentu.    
Dari petikan surat kabar  dan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan ada 
permasalahan dalam pelaksanaanProsedur 
Penyusunan Program dan Kegiatan pada 
SKPD khususnya pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala sebagai 
lokus.  
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Otonomi Daerah mempunyai tujuan 
utama yaitu meningkatkan pelayanan publik 
(public service) dan memajukan 
perekonomian daerah. Pada dasarnya 
terkandung tiga misi utama pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
yaitu: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat, 2. Menciptakan efisiensi dan 
efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, 
dan 3. Memberdayakan dan menciptakan 
ruang bagi masyarakat (publik) untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan 
(Mardiasmo, 2002: 46). 
Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
sebagai organisasi yang mengemban fungsi 
pelayanan publik dan teknis kepada seluruh 
masyarakat makaukuran kualitas pelayanan 
berupa penilaian kinerja  organisasi memiliki 
arti yang sangat penting terutama dalam 
upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada 
masa yang akan datang. Penilaian kinerja 
bagi aparatur berguna untuk menilai 
kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, 
motivasi, dan guna penyesuaian anggaran 
organisasi. Tetapi persoalannya, apakah 
penilaian yang dilakukan telah 
menggambarkan kinerja yang sebenarnya. 
Hal ini akan sangat ditentukan oleh 
ketajaman dalam menentukan cakupan, cara 
dan indikator-indikator yang digunakan. 
Suatu penilaian yang menggunakan cakupan, 
cara dan indikator yang sangat terbatas akan 
memberikan hasil yang sangat terbatas pula 
dan berarti kurang menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya. Selama ini, penilaian secara 
sistematik terhadap kinerja belum menjadi 
tradisi, sehingga berakibat pada munculnya 
perdebatan yang tidak terselesaikan ketika 
terjadi hasil penilaian yang berbeda antara 
pihak yang satu dengan lainnya. 
Pada sisi lain dengan makin 
meningkatnya tuntutan kualitas dan kuantitas 
pelayanan oleh pemerintah dari masyarakat, 
maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala dituntut harus 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  
Perlu pula mewajibkan masyarakat  
berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
Ketidak sesuaian program dan kegiatan 
antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
dengan kebutuhan masyarakat seharusnya  
tidak terjadi kalau proses-proses perencanaan 
dilaksanakan dengan  kaidah yang telah 
diungkapkan diatas. 
Selanjutnya penelitian ini difokuskan 
pada bagaimana Kinerja Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
Proses Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 
2014, serta bagaimana tanggapan  
masyarakat terhadap program dan kegiatan 
yang disusun.   
 
METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan judul Kinerja 
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala Dalam Proses 
Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014. 
Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan 
dimulai bulan Nopember 2015 sampai 
Januari 2016. Bentuk data utama yang 
diperoleh dalam penelitian ini yakni data 
kualitatif berupa wawancara pada 5 orang 
informan yang telah ditentukan oleh peneliti. 
Adapun data sekunder penelitian ini adalah 
data yang di peroleh secara tidak langsung 
dari responden, tapi dari data yang telah 
diolah seperti: Suratkabar, Renja dan RKA 
Dinas serta dokumen lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Aktivitas dalam 
analisis data berupa a).  editing data, b). 
Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). 
Menyimpulkan Data. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kinerja Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
Proses Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran 
Tahun 2014 menurut Sekretaris Dinas, pada 
penyusunan rencana kerja sampai 
tersusunnya rencana kerja anggaran  
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Amin, Kinerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Donggala Dalam Proses…………………………….105 
 
 
Negeri Republik IndonesiaNomor 27 Tahun 
2013 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2013 
Tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 
2014 serta Peraturan Menteri Keuangan 
No.94/PMK.02/2013 sebagaimana telah 
diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan 
No.194/PMK.02/2013 tentang Petunjuk 
Penyusunandan Penelaahan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/ 
Lembaga.Sebelumnya pedoman yang dipakai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.47/Menhut-II/2012 Tentang Petunjuk 
Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Kehutanan Tahun 2013. Kedua 
pedoman diatas di gantikan karena tidak 
mencerminkan koordinasi yang kuat antara 
pedoman kementerian dalam negeri dan 
kementerian kehutanan seperti kewenangan 
Dinas yang mengelolah kehutanan diberikan 
kewenangan mengelolah sarana dan 
prasarana lembaga penyuluh kehutanan yang 
berada diluar kewenangannya, serta belum 
kuatnya landasan hukum perjalanan dinas at 
cost. Untuk melihat kinerja dinas kehutanan 
dan perkebunan kabupaten donggala dalam 
proses pelaksanaan rencana kerja Tahun 2014 
dapat dilihat dari dua aspek : 
 
Implementasi Rencana Kerja  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.  Bab 1 Pasal ayat (3) 
UU no. 25 tahun 2004 mengisyaratkan bahwa 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) yang akan menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.  
Pasal tersebut menghendaki bahwa proses 
perumusan rencana melibatkan para 
pemangku kepentingan (stakeholders) di 
lingkungan organisasi maupun masyarakat. 
Masyarakat dapat diumpamakan sebagai 
mereka yang akan menggunakan produk 
yang dihasilkan oleh masing-masing 
organisasi.  Pelibatan masyarakat diperlukan 
karena mereka yang paling tahu apa yang 
mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka 
inginkan. Suatu produkakan dinilai berhasil 
jika memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pasar. Oleh karena itu, rumusan rencana yang 
mengakomodir kepentingan para 
stakeholders akan lebih mengena sehingga 
produk yang akan dikeluarkan akan 
dilaksanakan atau disambut dengan antusias 
oleh masyarakat. 
Rencana kerja tahun 2014 Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala adalah dokumen dasar dalam 
penyusunan rencana kerja anggaran. Oleh 
sebab itu perlu diketahui kualitas rencana 
kerja yang akan diimplementasikan. 
Dasarnya adalah rencana kerja memuat 
serangkaian tujuan dan proses yang bias 
membantu tim dan/atau seseorang mencapai 
tujuan 
Berdasarkan dokumen Dinas, Rencana 
Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala hanya dalam bentuk 
matriks. Tidak ditemukan dokumen lengkap 
rencana kerja tahunan, yang memuat 
persyaratan sebagai suatu dokumen rencana 
kerja yang utuh.  Bentuk dokumen tersebut 
sangat sederhana dan tidak memuat 
persyaratan informasi sebagai dokumen 
rencana kerja sebagaimana dipersyaratkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 
Pasal 8 ayat 6 menyebutkan: 
Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) disusun dengan pendekatan berbasis 
Kinerja, kerangka pengeluaran jangka 
menengah, dan penganggaran terpadu yang 
memuat:a. kebijakan;b. program; danc. 
kegiatan. 
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Dari informasi yang ditemukan, 
ketidaksesuaian dokumen rencana kerja 
sesuai persyaratannya disebabkan oleh 
keterbatasan waktu penyusunan.  Ditemukan 
rentang waktu yang singkat ini disebabkan 
oleh surat permintaan resmi dari BAPPEDA 
Donggala yang hanya memberi tenggang 
waktu kurang dari 3 (tiga) hari.  Hal ini 
sesuai dengan keterangan Kepala Sub Bagian 
Perencanaan Moh. Irfan, S.Sos sebagai 
berikut: 
Rencana kerja dinas kehutanan dan 
perkebunan Kab. Donggala Tahun 2014 
tidak sempat disusun sesuai dengan kaidah, 
disebabkan oleh waktu yang diberikan oleh 
BAPPEDA sangat singkat” Wawancara pada 
tanggal 14 Desember 2015. 
Keterbatasan waktu penyusunan 
rencana kerja menyebabkan dokumen yang  
disusun hanya melibatkan sebagian pihak 
terkait di Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala tanpa melibatkan unsur 
masyarakat secara langsung.Tidak ditemukan 
informasi pelibatan masyarakat dalam 
penyusunan rencana kerja tahun 2014 Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala.  Dampak langsungnya adalah 
ditemukannya pimpinan esselon IV (Kepala 
Seksi) yang tidak mengetahui detail adanya 
rencana kerja tahun 2014 di Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala. 
Sehingga terjadi pemahaman yang terbatas 
dalam mengimplemtasikan rencana kerja 
dalam proses selanjutnya.  Hal ini 
dikemukakan oleh Aspar, S.Hut sebagai 
berikut: 
kami sebagai Kepala Seksi selama ini hanya 
menerima dokumen RKA saja, yang namanya 
rencana kerja selalu hanya disusun oleh 
bagian perencanaan dan Kepala Dinas serta 
satu dua kepala bidang” (Wawancara, 
tanggal 14 Desember 2015). 
 Hasil pendataan ditemukan bahwa 
Rencaan Kerja Tahunan 2014 Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala hanya berupa pemenggalan matriks 
Rencana Strategis Dinas Tahun 2014 – 2019, 
serta beberapa perubahan antisipatif 
musrembang.  
 
Kinerja Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 
Penilaian kinerja merupakan satu 
kegiatan yang sangat penting terutama bagi 
implementasi rencana kerja suatu organisasi 
karena hasil penilaian ini dapat dijadikan 
sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam 
pencapaian misinya. Untuk organisasi yang 
memberikan pelayanan kepada publik, 
informasi mengenai kinerja sangat berguna 
untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang 
diberikan oleh organisasi itu telah sesuai 
dengan keinginan, kebutuhan dan harapan 
pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian 
terhadap kinerja, maka upaya untuk 
memperbaiki pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi organisasi dapat dilakukan secara 
sistematis dan lebih terarah. Kecenderungan 
yang terjadi selama ini kaitannya dengan 
penilaian kinerja organisasi adalah tidak 
didasarkan pada output akan tetapi lebih 
didasarkan pada input, sehingga dorongan 
untuk mewujudkan hasil dan kinerja 
cenderung rendah dalam kehidupan birokrasi.   
Penilaian kinerja birokrasi publik tidak 
cukup hanya dilakukan dengan menggunakan 
indikator-indikator yang melekat pada 
birokrasi itu seperti efisiensi dan efektivitas, 
tetapi harus dilihat juga dari indikator-
indikator yang melekat pada pengguna jasa, 
seperti kepuasan, akuntabilitas dan 
responsivitas. Dalam penelitian ini dengan 
menggunakan bebrapa indikator yang di 
kemukakan  Dwiyanto (1995, 9) 
mengemukakan beberapa indikator yang 
dapat digunakan dalam mengukur kinerja 
birokrasi publik, yaitu : 
 
1. Efektivitas 
Efektivitas kinerja pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala juga akan dilihat dari dukungan 
rencana kerja terhadap tingkat pemahaman 
aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan, 
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jumlah permasalahan yang berhasil 
diselesaikan dan tingkat kepuasan pengguna 
jasa terhadap pelayanan yang diberikan. 
Berkaitan dengan hal ini, berikut ini 
ditampilkan hasil wawancara penulis dengan 
Kasmadi salah seorang staf di Bagian Umum 
dan KepegawaianDinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala 
menyangkut pemahaman terhadap tugas 
kantor: 
Tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan 
dapat kami pahami, dalam pelaksanaan 
tugas apabila kami menemukan kesulitan 
dalam penanganannya, hal itu kami 
koordinasikan dengan rekan-rekan sekerja 
atau langsung kepada pimpinan, untuk 
mendapatkan solusi pemecahannya. “ 
(Wawancara tanggal 30 Desember 2015). 
Demikian juga apa yang dikemukakan 
oleh Aznam pejabat Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
wawancara dengan penulis  : 
Tingkat pemahaman terhadap tugas-tugas 
yang tertera dalam uraian tugas cukup baik. 
Karena dalam pelaksanaanya kami telah 
diberi arahan atau penjelasan dari pimpinan  
menyangkut mekanisme penyelesaian tugas 
sehingga  dalam pelaksanaannya tidak 
mendapatkan kesulitan yang berarti” 
(Wawancara tanggal 4 Januari 2016) 
Meskipun demikian, bukan berarti 
pemahaman aparat terhadap apa yang 
menjadi beban tugasnya telah dipahami 
sepenuhnya dengan baik. Salah satu penilaian 
yang dikemukakan oleh salah seorang pejabat 
di Tim TAPD Sekretariat Daerah Kabupaten 
Donggala:  
Untuk permasalahan  penyusunan  anggaran 
sampai pembuatan LAKIP, pemahaman 
pegawai terhadap tugas-tugas yang 
diberikan relative masih kurang sehingga 
sering menimbulkan keterlambatan dalam 
penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara 
mengatasinya antara lain dengan 
mempersiapkan pegawai untuk mengikuti 
kursus-kursus atau pelatihan teknis serta 
melakukan mekanisme kontrol yang tepat”. 
(Wawancara  Tanggal 5 Januari 2016).  
Berkaitan dengan kondisi di atas, hal 
ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 
terhadap tujuan dari keberadaan organisasi 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala bagi aparat yang ada didalamnya 
cukup. Hal tersebut erat kaitannya dengan 
rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan 
organisasi serta fungsi Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala sebagai 
unsur pelaksana yang membantu Bupati 
dalam menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintahan sektor Kehutanan dan 
Perkebunan kepada seluaruh masyarakat 
Kabupaten Donggala 
Salah satu aspek dalam mengukur 
efektifitas pelaksanaan tugas pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala adalah jangka waktu penyelesaian 
tugas-tugas aparat khususnya dalam aspek 
administrasi. Berikut ini akan ditampilkan 
dalam tabel salah satu contoh tugas pokok 
Bagian Sekretariat Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala yang 
didukung oleh kegiatan pelayanan 
administrasi perkantoran berupa penanganan 
administrasi kantor yaitu pengelolaan dan 
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Tabel 1. Keadaan Surat Masuk di Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala Tahun 2014 
1  Januari 133 96 96 54
2  Pebruari 142 124 124 46
3  Maret 131 123 123 56
4  April 150 142 142 12
5  Mei 127 99 99 28
6  Juni 123 120 120 13
7  Juli 102 98 98 6
8  Agustus 107 102 102 12
9  September 143 132 132 15
10  Oktober 136 123 123 32
11  November 107 91 91 21
12  Desember 94 89 89 32




No. Bulan Yang di TL
 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishutbun 2015 
 
Dari tabel 1 diatas, terlihat bahwa 
surat-surat yang masuk umumnya perlu 
ditindak lanjuti dan seluruhnya dapat 
diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa untuk penyelesaian masalah yang 
perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas 
pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala cukup baik.  Jangka 
waktu penyelesaian tugas-tugas aparat 
khususnya dalam aspek administrasi 
merupakan salah satu aspek yang dilihat 
dalam mengukur efektivitas  pelaksanaan 
tugas aparat pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala. Adapun 
jangka waktu penyelesaian surat yang masuk 
dapat diselesaikan selama satu sampai dua 
hari. Hal ini tergantung pula pada jenis 
permasalahan yang dihadapi. Apabila 
permasalahan yang ditangani memerlukan 
telahan yang lebih mendalam maka 
memerlukan waktu lebih dari satu hari. 
Karena semakin cepat penyelesaian 
permasalahan yang ada  maka dapat 
dikatakan semakin optimal tingkat efektivitas   
aparat pada Sekretariat Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
melaksanakan tugasnya.  
Namun agak sedikit berbeda 
berdasarkan penelusuran dan hasil 
wawancara mengenai rencana kerja tahun 
2014, kegiatan hutan kemasyarakatan 
merupakan kegiatan yang direncanakan tetapi 
tidak dapat dianggarkan pada rencana kerja 
anggaran 2014.  Penyebabnya adalah 
political fiskal  dari Kepala Dinas yang lebih 
mengutamakan kelengkapan sarana dan 
prasarana penunjang kegiatan Dinas, 
sehingga alokasi anggaran untuk hutan 
kemasyarakatan dialihkan seperti penuturan 
Kepala Sub Bagian Perencanaan Irfan, S.Sos 
sebagai berikut :  
Tahun 2014 sebenarnya pada tahap akhir 
masih terdapat kegiatan hutan 
kemasyarakatan dalam RKA, tetapi dengan 
adanya kebijakan Kepala Dinas untuk 
merehabilitasi rumah Dinas, maka alokasi 
anggaran ini dialihkan untuk rumah 
dinas.”(Wawancara Tgl 09 Januari 2016).” 
Dari keterangan ini terlihat bahwa 
pelayanan yang diberikan terhadap pengguna 
jasa belum dilaksanakan secara optimal 
sehingga dapat dikatakan efektivitas aparat 
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala sangat relative karena 
ditemukan adanya pelaksanaan pelayanan 
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yang cukup baik pada sisi lain masih terdapat 
complain dari penggunajasa.  Hal ini 
disebabkan karena belum adanya standar 
prioritas dalam penganggaran. 
 
2. Produktifitas 
Produktivitas dalam konteks penelitian 
ini adalah produktifitas nilai yaitu keinginan 
(the will) dan upaya (effort) Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala untuk 
selalu meningkatkan kualitas organisasi dan 
pelayanan publik. Produktivitas dipandang 
sebagai penggunaan yang lebih intensif 
terhadap sumber-sumber konverensi seperti 
pegawai serta prasarana kantor yang jika 
diukur secara tepat dan benar-benar 
menunjukan suatu penampilan atau efisiensi.  
Hakekatnya, melalui produktivitas 
manajemen dan para penentu kebijakan 
mengarahkan efektivitas dan pelaksanaan 
organisasi dinas secara menyeluruh, yang 
mencakup sedikit gambaran jelas seperti 
tidak adanya rintangan dan kesulitan tingkat 
pembalikan, ketidakhadiran dan bahkan 
kepuasan pelanggan. 
Pada proses pelaksanaan rencana kerja 
sampai terbentuknya rencana kerja anggaran, 
kinerja dinas dipengaruhi oleh produktifitas 
pegawai.  Penelusuran yang dilakukan 
membuktikan bahwa terdapat banyak 
rintangan dan kesulitan tingkat pembalikan 
dalam proses pelaksanaan dokumen diatas.  
Penyebabnya adalah masih terdapat proses 
perencanaan yang kurang dipahami para 
pihak yang harus terlibat sehingga bila 
ditemukan substansi objek yang harus 
dikomunikasikan sering pejabat pada objek 
dimaksud kurang memahaminya. 
 Sugiama (2004) mengemukakan 
bahwa perencanaan adalah langkah awal 
kesuksesan suatu kegiatan.  Perencanaan 
yang kurang baik berakibat pada rendahnya 
produktiftas bahkan dapat mengakibatkan 
kegagalan suatu kegiatan. Pendapat diatas 
sejalan dengan banyaknya perbedaan antara 
rencana kerja dan realisasi pada rencana kerja 
anggaran seperti yang telah dijelaskan oleh 
para informan.  Dampaknya adalah tidak 
terpenuhinya keinginan masyarakat, dimana 
terdapat kegiatan yang sebelumnya  tidak 
diinginkan oleh masyarakat tetapi 
pengalokasian anggaran tetap berjalan.  
 
3. Akuntabilitas 
Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala pada 
proses pelaksanaan rencana kerja tahun 2014 
berdimensi akuntatabilitas proses.  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah 
prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam 
hal kecukupan sistem prosedur administrasi.  
Akuntabilitas proses termanifestasi melalui 
pemberian pelayanan publik yang cepat, 
responsive, dan murah biaya.  
Penilaian dalam penelitian ini 
dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya 
pelanggaran  prosedur yang telah ditetapkan, 
serta sumber-sumber inefisiensi dan 
pemborosan yang menyebabkan mahalnya 
biaya pelayanan publik dan kelambanan 
dalam pelayanan. Penilaian juga dilakukan 
pada proses kegiatan. Apakah terjadi KKN. 
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
proses pelaksanaan rencana kerja tahun 2014 
belum maksimal.   Keterangan dari aparat 
dinas pada proses penyusunan rencana kerja 
sampai terbentuknya rencana kerja anggaran 
seperti dikemukakan sebelumnya, 
menggambarkan hal tersebut. Terdapat 
beberapa mekanisme dalam organisasi dinas 
yang tidak dilakukan, prosesnya  hanya 
antara kasubag perencanaan dan kepala dinas 
seperti yang dikemukakan mantan Sekretaris 
Dinas Saut MHB Hutabarat, SH sebagai 
berikut: 
Pada waktu saya sekretaris dinas tahun 2013 
sampai 2015 dapat dikatakan dalam proses 
penyusunan anggaran tidak pernah 
dilibatkan, penyebabnya saya tidak tau, 
dugaan saya adalah agar anggaran bisa 
diarahkan untuk kepentingan tertentu 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2016). 
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Belum maksimalnya akuntabilitas 
kinerja dinas dalam proses pelaksanaan 
rencana kerja tahun 2014 juga ditemukan 
pada tidak taatnya prosedur penganggaran 
kegiatan.  Permenhut 09/Menhut-II/2013 
mengamantkan dalam kegiatan rehabilitasi 
hutan dan lahan harus ditindaklanjuti dengan 
pemeliharaan tahun pertama dan kedua.   
 
4.  KualitasLayanan 
Kualitas layanan pada Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Donggala 
terhadap publik diukur melalui pengaruh 
rencana kerja anggaran terhadap spontanitas 
dalam menangani permasalahan, tenggang 
waktu penyelesaian suatu permasalahan/ 
pekerjaan dan tata krama dalam memberikan 
pelayanan.  Kualitas layanan terdiri dari 
berbagai dimensi yang cukup kompleks, 
sehingga pemecahan masalah terhadap 
kualitas pelayanan publik tersebut 
membutuhkan sebuah proses dan cara-cara 
yang tidak mudah dan simpel, hal ini 
mengharuskan  untuk  melihat permasalahan 
yang muncul dengan berbagai dimensi, dan 
bukan hanya dilihat dari satu dimensi semata. 
Dalam konteks ini Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala yang 
merupakan media  pelayanan dibidang 
administrasi dan publik. Dengan demikian 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala harus tetap melakukan langkah-
langkah perbaikan di segala aspek 
kegiatannya, dalam rangka meningkatkan 
kinerja aparaturnya, mengingat akan semakin 
dimungkinkan munculnya komplain dari 
pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan. 
Dari hasil penelitian melalui observasi 
dan wawancara di lapangan masih 
ditemukan, kondisi pelayanan yang ideal 
masih sulit untuk diwujudkan, karena pada 
kenyataannya masih terdapat aparat pada 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala yang melakukan tugas-tugas/ 
pekerjaan lain, sampingan diluar tugasnya 
untuk menambah penghasilan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga 
perlunya perhatian khusus dari para pimpinan 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala.  
 
5.  Responsibilitas 
Responsibiltas dalam konteks 
penelitian ini adalah kemampuan aparat pada 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala untuk mengenali kebutuhan 
pengguna jasa, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi pengguna jasa. Untuk 
itu, aspek Responsibiltas akan dilihat melalui 
keterkaitan antar program kegiatan dengan 
kebutuhan organisasi, daya tanggap aparat 
dalam menghadapi dan menyelesaikan 
keluhan-keluhan yang disampaikan pengguna 
jasa dan tersedianya wadah serta kesempatan 
bagi pengguna jasa untuk menyampaikan 
saran atau keluhan. Secarasingkat, 
Responsibiltas mengukur daya tanggap 
aparat pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala terhadap 
harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 
pengguna jasa. Hal ini sangat diperlukan 
karena merupakan bukti kemampuan aparat 
untuk mengenali kebutuhan pengguna jasa, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan 
serta mengembangkan program-program 
pelayanan.     
Dari hasil penelitian dapat dilihat 
dengan serangkaian upaya yang dilakukan 
yaitu menampung dan mengevaluasi 
sejumlah permasalahan yang ditemui untuk 
dicarikan solusi pemecahannya oleh 
pimpinan dengan melibatkan para 
pegawainya. Hal ini menimbulkan image dari 
pengguna jasa bahwa aparat di  Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Donggala cukup dapat mengenali kebutuhan, 
khususnya sebagai unsur pelaksana yang 
membantu Bupati dalam menyelenggarakan 
tugas-tugas pemerintahan, administrasi, 
organisasi, dan tata laksana serta memberikan 
pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.  
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Dari hasil penelitian melalui observasi 
dan wawancara di lapangan juga didapat 
bahwa mekanisme pelayanan yang ada telah 
diupayakan agar dapat mengenali kebutuhan 
yang di inginkan oleh para pengguna jasa. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan aparat pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala relatif  
responsif terhadap keluhan-keluhan 
pengguna dari jasanya.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan 
penelitian di Kinerja Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
proses pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 
2014, dapat disimpulkan sebagai beriku:  
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala telah menyusun 
Rencana Kerja Tahun 2014, tetapi belum 
mengikuti kaidah yang diamanatkan oleh 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 
tentang sistim Perencanaan Nasional. 
2. Partisipasi pasif Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Donggala dalam 
penyusunan KUA dan PPAS 
3. Terjadi inkonsistensi antara rencana kerja 
dan rencana kerja anggaran tahun 2014. 
4. Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Donggala pada tahun 2014 
belum maksimal disebabkan belum 
efektifnya aparat, produktifitas yng kurang 
maksimal, proses akuntabilitas yang 
kurang, kualitas layanan terbatas serta 
responsibilitas yang rendah pada proses 
pelaksanaan rencana kerja tahun 2014. 
 
Rekomendasi 
1. Perlu peningkatan koordinasi dan 
peningkatan kapasitas aparat yang terlibat 
baik langsung maupun tidak langsung 
dalam proses penyusunan rencana kerja 
anggaran. 
2. Pada tingkat SKPD diperlukan upaya 
pengurangan dominasi kekuasaan dalam 
proses penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran. 
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